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LAMPIRAN I  

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 106 TAHUN 2016.   

TENTANG  

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  

BAGIAN TATA USAHA 

SUBBAGIAN 

PROGRAM 

SUBBAGIAN 
UMUM DAN 

KEUANGAN 

 

SUBBAGIAN 
PERSURATAN DAN 

KEPEGAWAIAN 

BIDANG 
PELATIHAN KELEMBAGAAN, KERJASAMA,  

KEUANGAN DAN ASET DESA 

SEKSI  
PELATIHAN 

KELEMBAGAAN DAN 

KERJASAMA DESA 
 

SEKSI  
PELATIHAN KEUANGAN 

DAN ASET DESA 

MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

TJAHJO KUMOLO 

SEKSI 
PELATIHAN PENATAAN 
PEMERINTAHAN DESA 

 

SEKSI 
PELATIHAN 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN DESA 
 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG 
PELATIHAN PENATAAN DAN 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

ttd 
 

W. SIGIT PUDJIANTO 
NIP. 19590203 198903 1001 



BALAI  
PEMERINTAHAN DESA 

 DI YOGYAKARTA DAN BALAI 

PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG 

 
 

 
 

 

STRUKTUR ORGANISASI BALAI  PEMERINTAHAN DESA 

 DI YOGYAKARTA DAN BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 106 TAHUN 2016   

TENTANG  

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKSI 

PELATIHAN KEUANGAN 
DAN ASET DESA 

 

SEKSI 

PELATIHAN PENATAAN DAN 
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

DESA  
 

MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 
 

TJAHJO KUMOLO 

 

SEKSI 
PELATIHAN KELEMBAGAAN 

DAN KERJASAMA DESA 

 

 

SUBBAGIAN  

TATA USAHA 

KELOMPOK 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd 

 
W. SIGIT PUDJIANTO 
NIP. 19590203 198903 1001 


